SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke
Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu
dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : ........ 2
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun
2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6718},

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011
tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan
Kinerja Pegawai Negeri;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus,
Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri
Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 652);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke
Jabatan Fungsional;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi  Pemerintah untuk  Penyederhanaan
Birokrasi;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

15. Keputusan ........ 4
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700
Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah,;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor
14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 2 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Badan ........ 5



10.

11,

12

13.

14.

15.

16.

177,

-5-

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya ‘Manusia Kabupaten
Majalengka.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten
Majalengka.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjumya disingkat SKP adalah
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.

Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP
adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan oleh Pemerintah
Daerah kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Perjanjian Kinerja yang selanjutnya adalah pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan
dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi/unit kerja.

Penilaian Kinerja adalah penilaian yang dilaksanakan secara
periodik setiap bulan terhadap hasil kerja yang dicapai oleh setiap
Pegawai pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku
Kerja.

Absensi Online adalah aplikasi absensi berbasis android yang
yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran kerja
dan aktivitas kerja bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka yang dapat diakses secara online sehingga
dapat menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan
kebijakan dalam Bidang Kepegawaian.

Sistem Informasi Rancangan Gawe Hade yang selanjutnya
disebut Si Rancage adalah aplikasi penyusunan, perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan penilaian kinerja pegawai.
Kehadiran kerja adalah hadirnya pegawai di tempat kerja untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Remunerasi Hasil Kinerja berbasis elektronik yang selanjutnya
disingkat e-Raharja adalah aplikasi yang memuat mekanisme
pemberian TPP secara elektronik yang terintegrasi.

Disiplin Pegawai adalah kesanggupan Pegawai untuk
melaksanakan perintah tugas, masuk kerja dan mentaati jam
kerja sesuai kewajiban PNS.

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada
Pegawai karena melanggar peraturan Disiplin PNS.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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18. Hari kerja efektif bulanan adalah jumlah hari kerja setiap
bulannya.

19. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk
selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk
cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian informasi
mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan,
pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan
penyelenggaraan Negara.

20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

21. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang
selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang
ditetapkan Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap
tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

22. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya
disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan
sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan
pemungutan pajak dan retribusi.

2. Ketentuan Pasal 4 ditambah ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) TPP diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. TPP berdasarkan prestasi kerja;
b. TPP berdasarkan beban kerja;
c. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

(3) Ketentuan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Pemberian TPP kepada Pejabat Fungsional yang terkena dampak
penyetaraan jabatan diberikan sesuai dengan besaran TPP dalam
jabatan administrasi sebelumnya sampai dengan berakhirnya
Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan karena adanya
perpindahan jabatan atau kenaikan jenjang jabatan.

(5) Pemberian TPP kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka sewaktu-waktu dapat dicabut dan/atau
dihentikan sesuai dengan penilaian kinerja oleh Kepala Daerah
selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

3. Ketentuan ........ F i
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3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 6

(1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal
4 ayat (2) huruf a adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai yang
diberikan berdasarkan besaran nilai jabatan dikalikan dengan
indeks rupiah dan faktor penyeimbang.

(2) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai yang
memiliki nilai penilaian kinerja bulan sebelumnya dengan kriteria
baik dan sangat baik.

(3) TPP berdasarkan prestasi kerja tidak diberikan kepada Pegawai
yang bertugas pada RSUD dan Puskesmas serta Jabatan Fungsional
Guru di lingkungan Dinas Pendidikan yang telah memperoleh
tunjangan profesi guru.

(4) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan rumus:
TPP Prestasi Kerja=(N]x IdRp x FP)
Keterangan :
NJ = Nilai Jabatan
IdRp = Indeks Rupiah
FP = Faktor Penyeimbang

(5) Nilai Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sesuai
ketentuan perundang-undangan.

(6) Besaran Indeks Rupiah ditetapkan oleh Bupati sesuai kemampuan
keuangan daerah. '

(7) Faktor Penyeimbang adalah nilai konstanta sebagai penyeimbang
antar besaran TPP per jabatan Pegawai.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2} diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 13

(1) Penilaian kinerja Pegawai dilakukan melalui Si Rancage.
(2) Range Persentase Nilai Kinerja Pegawai setiap bulan mengikuti

ketentuan sebagai berikut : _
a. Nilai Kinerja Bulanan = 100 memperoleh capaian kinerja

100%;

b. Nilai Kinerja Bulanan 95 sampai dengan 99 memperoleh
capaian kinerja 90%;

c. Nilai Kinerja Bulanan 90 sampai dengan 94 memperoleh
capaian kinerja 80%;
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(3) Hasil penilaian kinerja Pegawai pada akhir bulan berjalan akan
mempengaruhi pembayaran TPP.

(4) Laporan penilaian kinerja Pegawai menjadi bahan evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah. '

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dicabut.
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dicabut.
Pasal 1II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI MAJALENGKA,
ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd
EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHA

NIP 19651225 198603 1 003
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